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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Unit Pengelola Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) 
Kabupaten Kudus merupakan sebuah organisasi pemerintahan daerah 
yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 
Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM ). 
UPTD BLK Kabupaten Kudus mengelola urusan ketenagakerjaan 
khususnya pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja. UPTD 
BLK Kabupaten Kudus juga merupakan ujung tombak perwujudan 
tujuan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui 
pelaksanaan misi pemerintah daerah Kabupaten Kudus pilar ke-empat 
yaitu “Perlindungan Usaha dan Kesempatan Kerja Secara Luas dan 
Menyeluruh”. Perwujudan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Kudus 
yang dilakukan oleh UPTD BLK Kabupaten Kudus pada kenyataannya 
belum maksimal dilihat dari Teori Manajemen Pemerintahan dan Good 
Governance.  
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Pertama dari segi perencanaan, UPTD BLK Kabupaten Kudus belum 
menyusun perencanaan yang baik dan benar karena UPTD BLK 
Kabupaten Kudus tidak menentukan target dan sasaran secara konkret 
setiap tahunnya, segala sesuatu yang hendak dilaksanakan sifatnya 
terlalu fleksibel dan sangat kondisional, sehingga produktivitas UPTD 
BLK Kabupaten Kudus masih tergolong rendah. Kedua adalah 
penggerakan yang juga belum optimal sebab UPTD BLK Kabupaten 
Kudus belum memberikan pembinaan guna menngembangkan 
kemampuan sumber daya manusia khususnya pegawai non PNS. 
Ketiga yakni terkait dengan pengorganisasian, kegiatan 
pengorganisasian sudah berjalan baik, terdapat keselarasan antara 
program dengan satuan kerja yang membidangi. Keempat  pengawasan 
di dalam UPTD BLK Kabupaten Kudus sudah objektif, dan telah 
memenuhi prinsip transparansi dengan mengijinkan masyarakat 
mengetahui data-data pelaksanaan kegiatan meskipun secara personal 
karena belum memiliki sistem pelaporan online terbuka, hanya saja 
tidak terdapat tindak lanjut atas hasil pengawasan yang ada. 
2. Kegagalan perwujudan tujuan pemerintah Kabupaten Kudus untuk 
dapat mengurangi tingkat pengangguran juga diakibatkan oleh 
ketidakserasian kerja antara Disnaker Perinkop dan UKM dengan 
UPTD BLK Kabupaten Kudus. Keduanya belum mampu bergerak 
secara sinergis dalam memadukan peran mereka untuk mengurangi 
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tingkat pengangguran. Disnaker Perinkop dan UKM terlalu 
mengkotak-kotakkan tugas diantara mereka.  
3. UPTD BLK Kabupaten Kudus  bersama-sama dengan Disnaker 
Perinkop dan UKM memiliki mandat untuk melaksanakan program 
KIOS 3in1 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaan 
program tersebut kurang optimal dilihat dari komponen Manajemen 
Strategis sebagai berikut : 
a. Tujuan (purpose), belum dijabarkan secara jelas dan tegas. Visinya 
terlalu fleksibel, tidak ambisius, dan tidak visioner. 
b. Lingkungan (environment), analisis lingkungan yang dilakukan 
oleh Kepala UPTD BLK Kabupaten Kudus hanya menghasilkan 
satu alternatif yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
program pelatihan, sedangkan alternatif lain sudah ada namun tidak 
menghasilkan perubahan yang signifikan. 
c. Pengarahan (direction) belum berjalan maksimal sebab masih 
terdapat ketidaksepahaman antara Kepala Disnaker Perinkop dan 
UKM, Kepala UPTD BLK Kabupaten Kudus dan para pegawainya. 
d. Aksi (action) yang dilakukan masih sebatas pada pelatihan dan 
penempatan kerja peserta pelatihan pada beberapa industri garmen 
namun hanya berjalan secara temporer. 
e. Belajar (learning) yang dilakukan tidak dilakukan sehingga masih 
sering mengalami masalah yang sama setiap periodenya.  
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4.2 Saran  
Berdasarakan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya 
maka saran yang dapat peneliti berikan supaya pelaksanaan program KIOS 3in1 
dapat mencapai keberhasilan untuk mengurangi tingkat penganggurandi 
Kabupaten Kudus berdasarkan variabel tujuan, analisis lingkungan, pengarahan, 
aksi, dan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1. Disnaker Perinkop dan UKM bersama dengan UPTD BLK Kabupaten 
Kudus perlu menentukan target dan sasarannya secara jelas dan tegas 
terkait dengan rencana memperluas jaringan kerjasama penempatan 
tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas angkatan kerja di dalam 
perencanaan anggaran setiap periodenya.  Harus senantiasa mengganti 
visi misi yang sekarang dengan visi misi yang lebih konkret, ambisius, 
dan visioner.  
2. UPTD BLK Kabupaten Kudus harus benar-benar menyelaraskan 
kebutuhan kompetensi di pasar kerja dengan kompetensi yang dilatihkan 
kepada peserta, meningkatkan kualitas pelatihan yang tidak hanya 
sebatas pada kemampuan teknis tetapi juga pembangunan motivasi 
peserta, mengkaji ulang sistem rekrutmen peserta pelatihan, serta 
melakukan negosiasi secara simultan kepada perushaan-perusahaan. 
3. Disnaker Perinkop dan UKM hendaknya dapat menyelaraskan unsur 
yang dimiliki oleh bagian PENTA dengan UPTD BLK Kabupaten 
Kudus, sehingga pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien. 
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4. Membuat road map strategi dilengkapi dengan mailstone untuk bisa 
mewujudkan harapan menjadi lembaga sertifikasi profesi mandiri 
terlepas dari BBPLK Semarang. 
5. Kepala Disnaker Perinkop dan UKM denganUPTD BLK Kabupaten 
Kudus perlu mengkomunikasikan kembali hakekat daripada program 
KIOS 3in1 untuk dapat menyatukan pemahaman dan tujuan, sehingga 
program tersebut tidak serta merta menjadi beban dari UPTD BLK 
Kabupaten Kudus. 
6. Memberikan pembinaan pengembangan sumber daya manusia kepada 
para pegawai secara berkala sehingga dapat memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat dan menjadikan orientasi kerja mereka adalah 
kepada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. 
7. UPTD BLK Kabupaten Kudus harus melakukan pembelajaraan atas 
masalah ketimpangan jumlah peserta pelatihan antar program pelatihan, 
Kemudian Disnaker Perinkop dan UKM perlu turun tangan secara nyata 
masalah kerjasama UPTD BLK Kabupaten Kudus dengan beberapa 
perusahaan yang tidak bisa berjalan terus menerus. 
 
 
